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ABSTRAK 

 

Nikah sirri merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat yang sampai 

saat ini masih hangat untuk dibicarakan. Pesantren merupakan lembaga 

pendidikan islam yang sampai saat ini juga masih eksis untuk tempat belajar 

hingga sekarang. Rujukan pesantren modern seperti halnya Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim adalah menjadikan kitab kuning atau kitab klasik dan juga kitab 

kontemporer sebagai referensi bagi pandangan dan sikap hidup mereka. Menjadi 

menarik jika dua hal itu mereka dapatkan dan diajarkan di  dalam kelas atau di 

luar kelas secara bersama. Masalah nikah sirri erat kaitannya dengan pencatatan 

perkawinan, dalam pandangan kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang 

mensayaratkan pencatatan perkawinan, hal ini berbeda dengan fikih kontemporer. 

Pokok masalah dari skripsi ini  adalah bagaimana pemahaman santri 

terhadap nikah sirri dan apa yang melandasi pemikiran mereka. Adapun jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Normatif Filosofis. Metode yang 

digunakan untuk pengambilan data adalah dengan penyebaran angket kepada 

responden dan wawancara serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

Hasilnya menunjukkan bahwa nikah sirri menurut Santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim adalah perkawinan yang tidak dicatatkan ke Petugas Pencatat 

Perkawian (PPN). Perkawinan seperti ini menurut mereka adalah sah ketika 

semua syarat sah perkawinan terpenuhi, sebaliknya ketika tidak terpenuhi maka 

perkawinan itu tidak sah. Pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat 

administrasi negara karena Undang-undang mengatur hal tersebut. Menurut 

tinjauan hukum Islam pernikahan sirri seperti ini dilarang oleh agama, hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqarah yang menyebutkan bahwa 

setiap perjanjian harus dicatatkan. Dalam hadis-hadis Nabi juga dijelaskan bahwa 

pernikahan harus diumumkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan 

perkawinan merupakan perwujudan bentuk pengumuman di zaman sekarang 

karena masyarakat sudah semakin luas. 

 

Kata kunci: pencatatan perkawinan, nikah sirri, santri 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Indonesia melalui pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap 

sah apabila dilakukuan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya. Dengan demikian warga negara Indonesia yang beragama 

Islam berlaku menggunakan perkawinan Islam. Lebih lanjut ditegaskan dalam 

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan adanya penegasan tersebut maka pernikahan orang muslim dalam hal 

ini harus dicatatkan di petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) daerah 

setempat. Pencatatan perkawinan di samping untuk menertibkan administrasi 

juga bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.1 

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat perkawinan 

tidak mempunyai kekuatan hukum.2 

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini biasanya disebut dengan Nikah 

sirri atau nikah di bawah tangan. Pernikahan seperti ini secara administratif 

melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia kerana melanggar UU 

perkawianan akan tetapi secara hukum Islam sah ketika itu memenuhi syarat 

dan rukun nikah. Kalangan anak pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab 

 
1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 ayat (1). 

 
2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 6 ayat (1). 
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klasik beranggapan bahwa nikah tanpa dicatatkan adalah sah karena 

memenuhi syarat dan rukun, seperti halnya yang diutarakan salah satu teman 

kami saat diskusi dalam kelas madin (madrasah diniyah). 

Menurut tulisan yang ditulis Khoiruddin Nasution, Nikah sirri 

menyalahi konteks saksi dalam pernikahan saat ini. Saksi diqiyaskan dengan 

pegumuman yang mana masyarakat hanya sedikit maka pengumuman hanya 

sebatas dua orang saksi saja. Sedangkan untuk konteks sekarang ini 

pengumuman tersebut tidak hanya dengan adanya dua orang saksi akan tetapi 

dengan cara pencatatan perkawinan dikarenakan masyarakat sudah semakin 

banyak. Nikah di dalam fikih klasik belum mengenal istilah pencatatan 

perkawinan hanya ada istilah i’la >n atau pengumuman.3 Dari alasan inilah 

maka pencatatan perkawinan dijadikan sebagai kewajiban dalam suatu 

perkawinan karena dalam interaksi keluarga akan banyak bersinggungan 

maka dibutuhkan catatan untuk menunjukkaan bahwa dia adalah benar 

istri/suami dari yang bersangkutan atau bukan. 

Maka disini ada dualisme hukum yang berkembang di masyarakat. 

pertama, masyarakat yang menganggap bahwa nikah sirri itu sah. Kedua, 

nikah yang tanpa dicatatkan (nikah sirri) tidak sah. Maka langkah selanjutnya 

bagaimana dengan pendapat santri dan juga masyarakat menaggapi  dualisme 

hukum seperti ini. 

Menjadi hal yang menarik ketika pandangan Nikah sirri ini dari sudut 

pandang Santri Pondok Pesantren yang mana kebudayaan santri sendiri 

 
3 Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian 

Perpaduan Tematik dan Holistik”, Jurnal Musawa, Vol. 12: 2 (Juli 2013), hlm. 166. 
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adalah mengkaji kitab-kitab klasik, maka implikasinya menjadikan 

pandangan santri, bahwa pencatatan perkawinan bukanlah sebuah keharusan, 

artinya ketika tanpa dicatatkanpun pernikahan sudah sah.  

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang mana dalam 

kesehariannya dipesantren mengkaji kitab-kitab klasik akan tetapi juga 

mengakaji masalah mengenai isu-isu kontemporer sekarang atau dalam artian 

santri nya juga belajar di dunia pendidikan umum (perguruan tinggi). Di 

pondok pesantren Wahid Hasyim juga terdapat Ma’had ‘Ali > semacam 

Perguruan Tinggi tingkat yang paling atas yang disini mengkaji kitab-kitab 

klasik dan juga kitab kontemporer. Sebagian dari mereka masih bingung 

dengan pencatatan nikah ini, apakah termasuk syarat atau rukun. Semua 

masih belum bisa menjawab mengenai ini. 

Maka ketika sudah mengetahui dari sudut pandang kitab klasik dan 

Undang-undang maka bagaimana pandangan santri tersebut, apakah masih 

yakin bahwa nikah sirri sah ataukah tidak sah. Mereka lebih memilih atau 

condong ke undang-undang ataukah kitab klasik dan yang menjadi alasan 

mereka dan apa yang melandasi mereka. 

B. Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas, maka kami mempertegas bahwa pokok 

masalah nya adalah: 

1. Bagaimana pemahaman dan argumen santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim tentang nikah sirri? 
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2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim tentang nikah sirri? 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

Penelitian ini di susun dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui pandangan dan argumen santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap nikah sirri. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim tentang nikah sirri. 

 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai 

sumbangan pengetahuan dalam bidang keilmuan umumnya dan hukum 

perkawinan Islam khususnya. 

2. Sebagai salah satu rujukan mengenai pencatatan perkawinan dalam 

kontek hukum Islam dan hukum negara 

3. Sebagai konsumsi dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang 

pencatatan perkawinan. 

D. Telaah pustaka 

Dalam membahas penelitian ini dinyata perlu untuk memaparkan 

beberapa literatur yang telah membahas dan menyinggung tentang tema dari 

yang penulis bahas. Dari penelusuran peneliti, dapat peneliti temukan 

beberapa leteratur yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya: 
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Skripsi yang disusun oleh Rizka Roikhana dari UIN Sunan Kalijaga 

Yogayakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Nikah sirri: studi 

komporatif pandangan santri Pondok Pesantren API (Asrama Perguruan 

Perguruan Islam) Tegalrejo dan Pondok Pesantren Pabelan Kab. Magelang”. 

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pendidikan akan mempengaruhi 

pandangan santri tentang nikah sirri. Mereka yang berlatar belakang podok 

salaf akan mengatakan nikah sirri adalah sah dan mereka yang yang tinggal di 

pondok modern bahwa nikah sirri tidak sah.4 

Tulisan Khoiruddin Nasution dalam Jurnal Musawa yang berjudul 

“Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan 

Tematik dan Holistik”. Tulisan ini berusaha mengupas pencatatan perkawinan 

dengan metode tematik (mengumpulakan nash menjadi satu yang memiliki 

tema sama) dan holistik (saling menghubungkan antara satu dengan yang 

lain) yang pada kesimpulannya pencatatan perkawinan adalah wujud dari 

pengumuman pada zaman sekarang karena masyarakat semakin banyak yang 

tidak cukup hanya ketika hanya diwujudkan dengan pengumuman dalam 

kampung atau dalam konteks lain melalui dua orang saksi.5 

Trisnawati dalam penelitiannya yang berjudul “Nikah sirri dan faktor 

penyebabnya di kelurahan Lajangiru kecamatan Ujung Pandang (Analisis 

 

4 Rizka Roikhana, “Nikah Sirri: Studi Komparatif Pandangan Santri Pondok Pesantren API 

(Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo Dan Pondok Pesantren Pabelan Kab Magelang”, Skripsi 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2011). 

 
5 Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian 

Perpaduan Tematik dan Holistik”, Jurnal Musawa, Vol. 12: 2 (Juli 2013), hlm. 169. 
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perbandingan Hukum Islam dan UU no. 1 Tahun 1974)”. Dalam hal ini 

menggunakan teori Pendekatan yuridis dan teologis. Dari sini dapat diambil 

benang merah bahwa: 1. Secara agama dan adat, perkawinan tersebut sah. 

Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi 

oleh negara. 2. Nikah Siri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  

Tentang Perkawinan dan Kompilasi  Hukum  Islam, Nikah sirri yang tidak 

tercatat pada  Pejabat  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  tidak terdaftar di  Kantor  

Urusan Agama (KUA)  dan  apabila tidak memenuhi  syarat dan rukun 

pernikahan  menurut agama, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai 

kekuatan legal formal, dan tidak ada akibat hukum, Nikah Sirri dapat 

merugikan istri dan anak. 3. Perkawinan di bawah tangan/nikah sirri 

disebabkan oleh ketidak mampuan  untuk membayar biaya pencatatan.6 

Ahamad Badrut Tamam dalam tulisannya di  Jurnal Al ahwal dengan 

judul “Nikah Sirri: Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, 

Panceng, Gresik”. Dalam tulisan ini menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nikah sirri perkawinan dini, diantaranya adalah faktor internal 

dan foktor eksternal seperti faktor ekonomi, pendidikan,agama. Dan yang 

paling menarik adalah masyarakat Petung, Panceng beranggapan bahwa 

pencatatan perkawinan adalah hanya sebatas persyaratan administratif yang 

 
6 Trisnawati, “Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan 

Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)”, Skripsi UIN 

Alauddin Makasar, (2015). 
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tanpanya pun pernikahan sudah sah, dalam tulisan tersebut dijelaskan karena 

kebanyakan dari penduduk disana adalah lulusan Pondok Pesantren.7 

Syamsul Ma’arif dari UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta Fakultas 

Syariah dan Hukum melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul 

“Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah 

Sirri”. Dalam skripsi ini menjelaskan Pendapat hakim-hakim Pengadilan 

Agama Kotamadya Yogyakarta, status hukum perkawinan sirri dianggap sah 

menurut hukum agama apabila memenuhi syarat rukun perkawinan. Namun 

ada hakim yang mengatakan berdosa karena ada pihak yang dirugikan (anak 

dan istri). Dari segi hukum positif, nikah sirri tidak mempunyai kekuatan 

hukum, akibat hukum, dan perlindungan hukum karena tidak terdapat akta 

nikah. Dalam Dasar Istinbat hukum yang digunakan hakim-hakim Pengadilan 

Agama Kotamadya Yogyakarta mengacu terhadap Al-Qur’an, hadist, UU 

No.1 Tahun 1974 dan KHI yang mengharuskan adanya pencatatan 

perkawinan.8 

Berdasar telaah dari beberapa leteratur diatas maka penyusun akan 

mengangakat penelitian dengan judul “Pandangan Santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Yogyakarta Terhadap Nikah Sirri”  karena jika pandangan 

sebelumnya nikah sirri menurut latarbelakang yang berbeda akan 

menimbulakan pandangan berbeda juga. Maka ini adalah perpaduan atau 

 
7 Ahmad Badrut Tamam, “Nikah Sirri: Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa 

Petung, Panceng, Gresik”, Jurnal Al ahwal, Vol.3 No.1, (2010). 
8 Syamsul Ma’arif, “Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai 

Nikah Sirri”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2009). 
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dalam arti mengerti kedua-duanya, maka bagaimana pandangan mereka. 

Apakah mengikuti kitab klasik atau kitab Undang-undang Perkawianan. 

E. Kerangka Teoritik 

 

Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis dualisme hukum, 

yang mana tidak menggunakan satu pemikiran saja. Tipologi pemikiran 

pembaharuan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tipologi pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh J.N.D. Anderson. 

Ia membagi pembahruan hukum Islam di negara-negara muslim menjadi tiga 

yaitu pertama, negara yang menganggap syari’ah sebagai hukum dasar dan 

masih di anggap dapat diterapkan seluruhnya. Kedua, negara yang 

membatalkan semua hukum syari’ah dan menggantikannya dengan hukum 

Barat. Ketiga, negara yang mimilih jalan kompromi antara syari’ah dan 

hukum Barat.9 

Dari tipologi itu penulis menggunakan kerangka teoritik Maslaha>h al-

Mursalah. Maslaha>h al-Mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan 

kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi 

didukung oleh makna sejumlah nash.10 Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa 

Maslaha>h al-Mursalah dapat menjadi metode penetapan hukum jika 

memenuhi syarat: pertama, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak 

syariat dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara umum. Kedua, 

 
9 JND. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern world), alih 

bahasa oleh Machnun Husain, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm 100-101. 

 
10 Dr Ali Sodiqin dkk., Fiqih Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di 

Indonesia  (Yogyakarta: Buku materi pembelajaran Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 79. 
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kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran, 

sehingga hukum yang ditetapkan melalui kemaslahatan itu benar-benar 

menghasilkan manfaat dan menolak kemadharatan. Ketiga, kemaslahatan itu 

menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau 

kelompok kecil tertentu. 

Untuk sah nya suatu perkawinan, para ulama telah merumuskan syarat 

dan rukun pernikahan dan salah satunya adalah persaksian. Persaksian 

pernikahan dalam hukum Islam merupakan bukti adanya akad perkawinan 

antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW 

dengan melarang sebuah perkawinan tanpa dihadiri oleh saksi 

 لانكاح الا بشهود11

Kalangan ulama’ berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum 

para saksi, tetapi walaupun berbeda-beda mereka sepakat melarang 

perkawinan yang dirahasiakan, hal ini berdasarkan perintah nabi untuk 

menyebar luaskan pernikahan menyangkut persaksian. 

Dari kitab al-Mudawanah al-Kubra yang dikutip oleh Khoiruddin 

Nasution, menurut Ima>m Ma>lik ada perbedaan antara perkawinan sirri atau 

nikah sirri dengan perkawinan yang tidak disertai bukti. Adapun pengertian 

nikah sirri adalah perkawinan yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak 

yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Hukum perkawinan ini tidak sah. 

 
11 Muhammad Isa bin Surah at- Tirmiz|i>, Sunan at- Tirmiz|i>, Terjemahan Mohammad Zuhri, 

(Semarang: Asy-Syifa), 1992, hlm. 431. 
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Sebaliknya perkawinan yang tidak disertai bukti adalah perkawinan yang 

secara terang-terangan di umumkan ke khayalak ramai tidak ada unsur 

dirahasiakan akan tetapi tidak ada bukti tertulis atau tanpa dicatatkan. Nikah 

seperti ini adalah sah.12 

Ima>m Ma>lik, Ima>m Abu > H}ani>fah, dan Ima>m Sya>fi’i> sepakat bahwa 

saksi adalah termasuk syarat nikah dan mereka juga sepakat bahwa nikah sirri 

atau diam-diam itu tidak diperbolehkan. Tetapi mereka berselisih pendapat 

jika dua orang saksi dimintai untuk merahasiakan pernikahan, apakah ini 

dianggap sirri atau tidak. Ima>m Abu> H}ani>fah, dan Ima>m Sya>fi’i> berpendapat 

bahwa itu bukan nikha Sirri. Sedangkan Madzhab Mali>ki> berpendapat bahwa 

itu adalah nikah Sirri dan hukunya batal.13 Sedangkan dalam KHI dapat 

diambil pengertian bahwa pernikahan yag sah adalah pernikahan yang 

dihadiri oleh dua orang saksi dan dicatat oleh penghulu petugas Kantor 

Urusan Agama (KUA). 

Konteks Indonesia sangatlah penting untuk dijadikan suatu pijakan 

bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengatur semua warga negara 

dengan hukum negara. Dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 dan KHI itu 

merupakan dasar hukum di Indonesia. Maka mengenai ini sudah di atur 

dalam KHI yang sebagaimana disebutkan di atas bahwa perkawinan yang sah 

 
12 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Islam, hlm. 327-328. 

 
13 Ibn Ruysd,  Bida>yatul al-Mujtahid wa Niha>yatu al-Muqtas}id, jilid ke-2 diterjemahkan 

oleh Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2015), hlm.78. 
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adalah perkawinan yang salah satu syaratnya dihadiri dua orang saksi dan 

dicatatkan di KUA. 

Dalam Al-quran sendiri tidak ada nash yang secara tegas 

memerintahkan bahwa perkawinan haruslah dicatatkan akan tetapi perintah 

pencatatan ini bisa kita ambil dari nash mengenai perintah untuk mencatat 

utang piutang diantara manusia, yang ini dijelaskan dalam suarah al-Baqarah 

ayat 282 yang berbunyi: 

 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 14

Melihat pentingnya pencatatan perkawinan, dikarenakan perkawinan 

adalah perjanjian yang kuat maka haruslah perjanjian ini juga harus 

dicatatkan. Maka ini adalah alasannya mengapa penting sekali pencatatan 

perkawinan dilakuakan. Di samping itu pencatatan perkawinan ini juga 

banyak sekali manfaat yang di dapat ketika dunia sudah modern seperti saat 

ini, diantaranya menjaga hak-hak Istri dan Suami, kewarisan, dan hak-hak 

anak karena administrasi pemeritah saat ini yang membutuhkan akta 

perkawinan untuk mengurus akta kelahiran dan lain sebagainya. Dalam 

tulisan Khoiruddin Nasution menyimpulkan pencatatan perkawinan sebagai 

sarana pengumuman dan bukti terjadinya transaksi (akad nikah). 

Dari sini maka penting sekali menggunakan kerangka teoritik 

Maslaha>h al- Mursalah dalam menerangakan fenomena yang ada dualisme 

pemikiran tentang nikah sirri menurut kalangan Pesantren. Seperti yang 

 
14 Al-Baqarah ayat (2): 282. 
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dijelaskan di atas dengan menggunakan maslahah mursalah dengan tujuan 

untuk kemaslahatan orang umum atau umat umum bukan untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok. 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk pertanyaan-

pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau praktis. 

Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah maju. Padahal 

pengetahuan adalah modal kita bagi umat manusia untuk berkembang dan 

bersaing dengan yang lain. 

Untuk mendukung terlakasanya penelitian ini digunakan beberapa 

metode yang akan dijelaskan di bawah ini: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian 

lapangan atau field research,15 yaitu penelitian dimana data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung 

terhadap obyek yang akan diteliti. Pada penelitian kali ini akan 

meneliti santri yang menetap dan tinggal di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

 
15 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet ke-29 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 

5. 
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Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Analitik, 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakter 

dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.16 

Penulis melukiskan pandangan santri terhadap nikah sirri. Dalam 

hal ini penyusun tidak hanya memaparakan apakah sah atau tidak, 

tetapi juga akan melakukan analisa dan membarikan penjelasan 

alasan meraka memilih tersebut. 

3. Pendekatan Masalah  

Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan Normatif Filosofis yaitu dengan 

menganalisis pemikiran mereka berdasarkan hukum dan dalil-

dalil yang ada serta lebih jauh melihat secara filosofis terhadap 

alasan-alasan dan metode berfikir mereka. 

4. Sumber Data 

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat 

penting, karenanya sumber data akan menyangkut kualitas dari 

hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber 

data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Data Primer 

 
16 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Tulis 

Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm: 111. 

 



14 

 

 

 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitiaan dengan mengenakan alat pengukur 

atau alat pengambil data langsung dengan pada subjek 

sebagai sumber yang dicari.17 Data primer dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian.  

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh 

dari hasil wawancara dengan Santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

pihak lain tidak dipeeroleh peneliti langsung dari subjek 

penelitian.18 Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau historis yang telah tersusun dalam arsip yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam 

penelitian ini. Data sekunder di dapat dari pelajaran yang 

mereka dapatkan di dalam kelas maupun di luar kelas dan 

buku yang mereka punya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian 

ini diperoleh dengan dua cara, yaitu: 

 
17 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet ke-29, hlm. 91. 
18 Ibid. 
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a. Wawancara/ Interview 

Wawancara atau Interview adalah suatu bentuk 

komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi.19 

Motode ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

yang lebih mendalam tentang pandangan santri Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.  

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

berstruktur, yaitu wawancara yang yang pertanyaannya 

telah dirumusakan sebelumnya dengan cermat, dan ditulis 

secara  terstruktur.20 

b. Angket/ Kuesioner 

Angket atau kueisoner adalah daftar pertanyaan 

yang distribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan 

atau dapat juga dibawah pengawasan peneliti21 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi mengenai gambaran secara umum pendapat santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Jenis angket 

yang digunakan adalah angket tertutup dan angket terbuka, 

 
19 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, cet. ke-8 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), hlm. 113. 
20 Ibid., hlm. 117. 

 
21 Ibid., hlm. 128. 
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yaitu yang terdiri atas pertanyaan dalam sejumlah jawaban 

tertentu sebagai pilihan dan tambahan alternatif terbuka 

yang memberi kesempatan kepada responden untu memberi 

jawaban diluar jawaban yang tersedia.22 

Populasi yang diteliti di Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim Yogyakarta berjumlah lebih dari 800 santri yang 

tinggal di masing-masing asrama. Disini peneliti akan 

melakuakan penelitian di seluruh asrama mahasiswa yang 

ada di Wahid Hasyim sejumlah 30 orang dalam beberapa 

asrama tersebut. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data inilah arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah sebuah 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik 

dilakukan sejak awal penelitian (on going). Peneliti tidak boleh 

menunggu data lengkap atau sampai menumpuk dan kemudian 

baru dilakukan analisis data. Peneliti sejak awal membaca dan 

menganalisis data yang terkumpul sembari melakuka uji 

 
22 S. Nasution, Metode Reserch Penelitian Ilmiah, cet. ke-8, hlm. 130. 
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kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara 

kontinu.23 Berikut adalah langkah-langkah analisis data: 

1. Collecting Data (Mengumpulkan Data) 

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian 

kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti hasil wawancara, 

observasi, kutipan, dan intisari dokumen, catatan-catatan melalui 

tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata dari pada angka. 

Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan dianalisis 

sebelum dapat digunakan.24 

2. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang 

mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan 

mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan 

akhir dapat digambar dan diverifikasikan.25 Reduksi data dapat 

juga diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar”  yang 

muncul dari catatan tertulis saat di lapangan.26 Sebagaimana 

 
23 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 400. 

 
24 Ibid., hlm. 407. 

 
25 Ibid., hlm. 408. 

 
26 Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman, Anslisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

Tentang Metode-metode Baru, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Uiversitas Indonesia 

(UI-Press), 1992), hlm.16. 
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diketahui juga bahwa dalam reduksi data ini dilakukan secara 

terus-menerus selama penelitian ini berlangsung, ini berlanjut 

terus sampai laporan akhir lengkap tersusun.27 

3. Data Display ( Penyajian Data) 

Alur penting berikutnya dalam analisis data adalah 

penyajian data. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang 

paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif pada masa 

lalu adalah bentuk teks naratif. Teks naratif biasanya terlalu 

bertele-tele dalam menyajikan informasi dan kurang bisa 

menyederhanakan informasi. Dengan demikian dalam rangka 

mengukur kualitas penyajian data yang dilakukan, peneliti 

kualitatif harus benar-benar memperhatikan penyajian informasi 

yang diberikan.28 

4. Interpreting Data ( Menafsirkan Data ) 

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa 

menggunakan metode kualitatif untuk memahami realitas sosial 

dari sudut pandang pelaku yaitu dari sudut interpretasi para   

pelaku. Persoalannya adalah para pelaku yang menjadi informan 

 
 
27 Ibid. 
28 Ibid., hlm. 17. 
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biasanya menyatakan hal-hal dengan simbol-simbol, lazimnya 

kata-kata dan perbuatan-perbuatan. Sehubungan dengan itu, 

diperlukan suatu cara yang tepat untuk mengerti makna dari apa 

yang disampaikan oleh para informan.29 

Penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian 

pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. 

Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis. Secara 

umum, penafsiran merupakan penjelasan yang terperinci tentang 

arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. 

5. Conclusion ( Kesimpulan ) 

Analisis yang terakhir yang paling penting adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam 

pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dari satu 

kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini 

merupakan pikiran singkat yang ada pada penganalisis selama ia 

menulis, dan juga suatu tinjaun ulang pada catatan-catatan pada 

saat dilapangan.30 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapakan 

adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau 

 
29 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 188. 
30 Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman, Anslisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

Tentang Metode-metode Baru, hlm. 19. 
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berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.31 

Analisis data ini dilakukan secara interaktif (timbal balik) 

artinya hubungan peneliti dengan yang diteliti lebih bersifat 

interaktif yaitu saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif) 

dengan sumber data supaya diperoleh makna.32 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang bersifat sementara 

yang menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab 

lainnya dan di antara sub-bab pembahasan dengan sub-bab lainnya. 

Sistematika pembahasan sementara terdiri dari lima bab, dan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Bab Pertama, bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penilitian, telaah pustaka, 

kerangka teoriti, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan secara umum tentang nikah sirri 

untuk memberikan gambaran umum mengenai fokus pembahasan, yang 

meliputi pengertian perkawinan, kemudian dilanjutkan penjelasan rukun dan 

syarat perikahan hukum syara’ dan juga Undang-undang. Kemudian 

pengertian nikah sirri dan macam-macamnya. Pencatatan perkawinan 

 
31 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 345. 

 
32 Ibid,. hlm.18-19. 
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menurut Undang-undang perkawinan. Dan dalam bahasan selanjutnya berisi 

pandangan empat mazhab tentang pencatatan perkawinan. 

Bab Ketiga, pertama, berisi tentang gambaran umum dan sejarah 

singkat objek penelitian, yaitu pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. 

Dilanjutkan visi dan misi pondok pesantren Wahid Hasyim. Dan tidak kalah 

penting yakni sistem pendidikan yang mempengaruhi cara berfikir dan cara 

pandang santri di pondok pesantren. Kedua, gambaran umum 

keadaan/kondisi santri sebagai objek penelitian yang meliputi latarbelakang 

pendidikan di dalam maupun di luar pesantren, aktifitas santri sehari-hari. 

Ketiga, mengenai pandangan santri pondok pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta mengenai nikah sirri dan juga terhadap UU perkawinan serta 

pandangannya terhadap hukum Islam yang mengenai nikah sirri. 

Bab keempat, berisi pembahasan penulis tentang pemahaman santri 

pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta mengenai nikah sirri menurut 

hukum Islam dan UU perkawinan dengan menggunakan pendekatan normatif 

filosofis. 

Bab kelima, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari pokok 

permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang 

berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang didapatkan dari hasil penilitian yang dianalisis terhadap 

pandangan santri Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap nikah sirri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengertian nikah sirri menurut Santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim adalah perkawinan yang tidak dicatatkan ke Petugas 

Pencatat Perkawian (PPN). Perkawinan seperti ini menurut mereka 

adalah sah ketika semua syarat sah perkawinan terpenuhi, sebaliknya 

ketika tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pencatatan 

perkawinan hanya merupakan syarat administrasi negara karena 

Undang-undang mengatur hal tersebut. Para santri juga belum 

mengetahui pencatatan perkawinan adalah wujud dari saksi dan 

keharusan mencatat sebuah akad.  

2. Menurut tinjauan hukum Islam pernikahan sirri dilarang oleh agama, 

hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqarah yang 

menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dicatatkan. Dalam 

hadis-hadis Nabi juga dijelaskan bahwa pernikahan harus 

diumumkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan perkawinan 

merupakan perwujudan bentuk pengumuman di zaman sekarang 

karena masyarakat sudah semakin luas. 
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B. Saran 

Guna melengkapi nilai dan manfaat dari penelitian ini, maka dipandang 

perlu ditambahkan saran-saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa nikah sirri adalah 

nikah yang sangat merugikan kepada kedua belah pihak, utamnya 

kepada perempuan. Karena banyaknya masyarakat yang belum 

mengerti apa sebenarnya pentingnya pecaatatan perkawinan. Dengan 

tujuan supaya mereka mengetahui bahwa ada tujuan baik di dalam 

pencatatan perkawinan. 

2. Dipandang perlu juga guru-guru pesantren menjelaskan kepada para 

santri secara kontekstual Indonesia dan tidak hanya berdasar pada 

kitab secara tekstual saja, agar para santri mengetahui bahwa ada 

tujuan atau kemaslahatan besar dibalik Undang-undang Perkawinan. 
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